
  

 
 

 

 
 
 

 
 

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

        NOMOR 100.3.3.1/130 TAHUN 2026   

TENTANG 
 

KABUPATEN/KOTA TERPILIH KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENANGANAN 

KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
  

Menimbang : a. bahwa Kegiatan Penyelenggaraan Penanganan Kawasan 

Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 
didasarkan pada Arah Kebijakan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 
yaitu Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung 
Pangan Nasional; 

b. bahwa  dalam rangka mendukung dan memberikan 
motivasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait 

pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penanganan 
Kawasan  Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2026 dimaksud telah dilakukan penilaian 

Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman 
Kumuh Provinsi   Jawa Tengah Tahun 2026; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana            

dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu                
menetapkan  Keputusan Gubernur tentang 

Kabupaten/Kota Terpilih Kegiatan Penyelenggaraan 
Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi           
Jawa Tengah Tahun 2026; 

Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia Nomor 5188) sebagaimana 
telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 6           

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan 
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa  kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang               
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor  41,  Tambahan Lembaran negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6867); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

22,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6624); 

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah                             

Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi                        
Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169); 
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11             

Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi            
Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 173); 
7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10              

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan 
Kawasan Permukiman Dengan Hunian Serimbang (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 571); 

8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor                  
36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36); 

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Akhir Penilaian Penyelenggaraan 
Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi                  
Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 56/Bid.II/I/2026            

Tanggal 30 Januari 2026. 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  

 
KESATU : Kabupaten/Kota Terpilih Kegiatan Penyelenggaraan 

Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi                   

Jawa Tengah Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Keputusan Gubernur ini. 

 
KEDUA : Kepada Kabupaten/Kota Terpilih Kegiatan Penyelenggaraan 

Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum 
KESATU diberikan Piagam Penghargaan dan Apresiasi dalam 
pekerjaan konstruksi dari Gubernur  Jawa Tengah. 

 
KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
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KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 

 
 

 
SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.: 
 

 

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi 
Jawa Tengah; 

4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi                       
Jawa Tengah; 

5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; 

6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi          

Jawa Tengah; 
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
9. Bupati Semarang; 

10. Bupati Kebumen; 
11. Bupati Pekalongan. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 

 GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

 

         AHMAD LUTHFI 

ttd 

Salinan sesuai dengan aslinya  

${jabatan_pengirim},          

 

 

 

       ${ttd_pengirim}    

 

 

 

${nama_pengirim}  

Pembina Utama Muda  

NIP. ${nip_pengirim}   

 

Haerudin, S.H., M.H.

Kepala Biro Hukum

197007291996031001

${ttd}
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LAMPIRAN  
KEPUTUSAN  GUBERNUR  JAWA TENGAH 
NOMOR 100.3.3.1/130 TAHUN 2026 

TENTANG  
KABUPATEN/KOTA TERPILIH KEGIATAN 

PENYELENGGARAAN PENANGANAN 
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 
PROVINSI JAWA TENGAH   TAHUN 2026 

 

DAFTAR  KABUPATEN/KOTA TERPILIH KEGIATAN PENYELENGGARAAN 
PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN 2026 
 
 

NO KABUPATEN/KOTA PENGHARGAAN 

1 Kabupaten Semarang Piagam Penghargaan dan Apresiasi                

dalam pekerjaan konstruksi senilai 
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta 

rupiah) 

2 Kabupaten Kebumen Piagam Penghargaan dan Apresiasi               
dalam pekerjaan konstruksi senilai 

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta 
rupiah) 

3 Kabupaten Pekalongan Piagam Penghargaan dan Apresiasi             
dalam pekerjaan konstruksi senilai 

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta 
rupiah) 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

 

         AHMAD LUTHFI 

ttd 

Salinan sesuai dengan aslinya  

${jabatan_pengirim},          

 

 

 

       ${ttd_pengirim}    

 

 

 

${nama_pengirim}  

Pembina Utama Muda  

NIP. ${nip_pengirim}   

 

Haerudin, S.H., M.H.

Kepala Biro Hukum

197007291996031001

${ttd}
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